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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian tentang analisis kritis pelibatan stakeholder dalam formulasi dan 

implementasi kebijakan pengembangan animasi film dan telematika ditujukan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana keterlibatan stakeholder dalam 

formulasi dan implementasi, serta tanggapan masyarakat terhadap stakeholders 

dalam kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi? 

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini maka peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal. Kesimpulan pertama adalah bahwa keterlibatan 

stakeholders dalam formulasi kebijakan pengembangan animasi film dan 

telematika masih dikatakan belum baik karena ada beberapa stakeholder yang 

masih belum berperan atau terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan 

animasi film dan telematika ini. Kesimpulan ini didukung dengan beberapa bukti 

sebagai berikut:
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1. Diskominfoarfus: Diskominfoarfus tidak ikut terlibat dalam perumusan 

kebijakan pengembangan animasi film dan telematika karena berdasarkan 

wawancara, pejabat di Diskominfoarfus yaitu Kepala Seksi Pengembangan 

Aplikasi dan Layanan TIK masih baru dan Diskominfoarfus merupakan 

dinas yang baru terbentuk sehingga tidak ikut terlibat dalam perumusan 

kebijakan pengembangan animasi film dan telematika, hanya terlibat 

dalam pelaksanaan melalui support IT melalui website seperti sosialisasi 

dan promosi dalam kegiatan BIAF. 

2. Kejaksaan Negeri Cimahi: Kejaksaan Negeri Cimahi belum terlibat secara 

spesifik dalam perumusan peraturan secara khusus mengenai animasi, 

namun dalam RPJMD Kota Cimahi 2012-2017 sudah terlibat dalam hal 

pengawasan. 

3. Warga Negara Individu (Masyarakat Kota Cimahi): Masyarakat Kota 

Cimahi belum terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi 

film dan telematika karena tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah diajak 

berdiskusi oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam perumusan kebijakan 

pengembangan animasi film dan telematika.  

4. BPMPTSP: BPMPTSP terlibat dalam perumusan kebijakan 

pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi melalui FGD 

yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) dan dalam hal pembentukan Renstra Dinas, Renja dan juga 
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penentuan anggaran atau penetapan anggaran belanja yang berkaitan 

dengan pengembangan animasi dan telematika. 

5. Setda bagian ekonomi: Setda bagian ekonomi terlibat dalam perumusan 

kebijakan pengembangan animasi film dan telematika melalui aspirasi 

yang diberikan pada saat pembuatan kebijakan sehingga memunculkan 

kebijakan tersebut. 

6. Disdagkoperin: Disdagkoperin ikut terlibat dalam perumusan kebijakan 

pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi dalam forum 

(FGD) yang diselenggarakan Bappeda. 

7. DPRD: DPRD terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan 

animasi film dan telematika melalui pemberian masukan dan saran di 

dalam pembahasan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Cimahi. 

8. Bappeda: Bappeda terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan 

animasi film dan telematika karena peran Bappeda memang di 

perencanaan melalui perencanaan dengan merencanakan bagaimana 

supaya sektor animasi bisa berkembang dalam periode 5 tahun melalui 

penyusunan RPJMD Kota Cimahi 2012-2017 dan juga sebagai koordinator 

di dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan 

telematika. 

9. CCA: CCA terlibat di dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi 

film dan telematika di Kota Cimahi dalam bentuk menyalurkan aspirasi 

dalam FGD yang diselenggarakan oleh Bappeda. 
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Demikian juga dengan keterlibatan stakeholder dalam implementasi 

kebijakan pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi masih belum 

baik karena masih terdapat beberapa stakeholder yang masih belum dengan baik 

dalam menjalankan perannya. Kesimpulan ini didukung dengan beberapa bukti 

sebagai berikut: 

1. BPMPTSP: BPMPTSP masih belum baik menjalankan perannya dalam 

pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi dan telematika dari sisi 

promosi karena sebagian besar dari responden (masyarakat Kota Cimahi) 

tidak mengetahui bahwa BPMPTSP telah melakukan promosi mengenai 

event yang berkaitan dengan pengembangan animasi dan telematika dan 

lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan responden yang masih belum 

mengetahui adanya Festival BIAF yang diselenggarakan sejak tahun 2012 

hingga tahun 2017. 

2. Disdagkoperin: Walaupun melalui hasil wawancara Disdagkoperin terlibat 

dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika, 

Disdagkoperin masih belum baik menjalankan perannya dalam 

pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika dari 

sisi pelaksanaan program karena sebagian besar responden (masyarakat 

Kota Cimahi) merasa masih belum merasakan manfaat dari pelaksanaan 

program Disdagkoperin yaitu program inkubasi bisnis berbasis animasi 

dan film. 

3. Diskominfoarfus: Walaupun melalui hasil wawancara Diskominfoarfus 

terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan 
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telematika, namun Diskominfoarfus masih belum baik menjalankan 

perannya dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan 

telematika dari sisi mensupport IT melalui sosialisasi di website dan 

promosi Festival BIAF di website masih buruk karena sebagian besar 

responden menyatakan bahwa dinas – dinas terkait tidak pernah 

melakukan sosialisasi mengenai kegiatan pelaksanaan kebijakan 

pengembangan animasi film dan telematika dan juga lebih dari setengah 

dari jumlah keseluruhan responden masih belum mengetahui adanya 

Festival BIAF di Cimahi yang diselenggarakan sejak tahun 2012 hingga 

2017. 

4. CCA: Walaupun melalui hasil wawancara CCA menyatakanterlibat dalam 

pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika, namun 

pada kenyataannya CCA masih belum baik menjalankan perannya dalam 

pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika melalui 

pelaksanaan pelatihan pembuatan animasi masih buruk karena lebih dari 

setengah dari jumlah keseluruhan responden tidak mengetahui dan 

menerima manfaat dari pelatihan pembuatan animasi yang 

diselenggarakan oleh CCA tersebut padahal tujuannya untuk 

pengembangan SDM di Kota Cimahi. 

5. UPT Technopark: UPT Technopark terlibat dalam pelaksanaan kebijakan 

pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi karena memang 

UPT Technopark sebagai penyedia sekaligus pengelola sarana dan 
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prasarana yang memfasilitasi kegiatan untuk pengembangan animasi film 

karena untuk program yang dilaksanakan oleh Disdagkoperin dan CCA. 

6. Setda Bagian Ekonomi: Setda bagian ekonomi terlibat dalam pelaksanaan 

kebijakan pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi karena 

Setda Bagian Ekonomi sebagai koordinator yang mensinkronisasikan 

kegiatan-kegiatan yang ada pada dinas teknis. 

Berdasarkan hasil identifikasi peran dari masing-masing stakeholder dalam 

formulasi dan implementasi kebijakan pengembangan animasi film dan telematika 

Kota Cimahi, maka masing-masing stakeholder dalam formulasi dan 

implementasi kebijakan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat (4) 

kuadran, seperti berikut ini: 

Pengelompokkan Stakeholder dalam Formulasi Kebijakan 

Pengembangan Animasi Film dan Telematika 
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Pengelompokkan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan 

Pengembangan Animasi Film dan Telematika 

 

Sehingga berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota 

Cimahi belum berhasil apabila dilihat melalui keterlibatan stakeholder dalam 

formulasi dan implementasi kebijakan karena berdasarkan hasil temuan- temuan 

di lapangan, keterlibatan stakeholder baik dalam formulasi maupun implementasi 

kebijakan pengembangan animasi film dan telematika ini dikategorikan masih 

belum baik karena beberapa alasan yang telah disebutkan diatas.  

6.2 Saran 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai saran yang dapat diusulkan oleh peneliti 

berdasarkan hasil penelitian ini: 
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• Berdasarkan temuan hasil wawancara, masih terdapat beberapa 

stakeholder yang belum terlibat dengan baik dalam perumusan kebijakan 

pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi seperti 

masyarakat, dan Diskominfoarfus. Peneliti mengusulkan seharusnya  

Pemerintah Kota Cimahi melibatkan masyarakat Kota Cimahi secara 

keseluruhan dalam kebijakan pengembangan animasi film dan telematika 

dengan cara diajak berdiskusi secara rutin oleh Pemkot Cimahi, bisa 

dilakukan melalui media sosial yang dimiliki oleh Kota Cimahi atau 

melalui PESDUK yang dimiliki oleh Kota Cimahi yang menjadi media 

bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan masukan-masukan/ aspirasi 

mereka. 

• Berdasarkan hasil survei, peran dari hampir secara keseluruhan SKPD/ 

stakeholder dalam implementasi kebijakan pengembangan animasi film 

dan telematika masih belum berjalan dengan baik. Peneliti mengusulkan 

sebaiknya dilakukan: 

- Pembinaan terhadap masing-masing SKPD yang menjadi stakeholder 

dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika 

agar dapat menjalankan peran yang tidak hanya berorientasi pada 

outputnya saja tetapi berorientasi pada dampak dari kebijakan ini.  

- Promosi terkait BIAF yang dilakukan oleh BPMPTSP dan 

Diskominfoarfus harus dimaksimalkan karena masih banyak masyarakat 

Kota Cimahi yang belum mengetahui bahwa Pemerintah Kota Cimahi 

telah melaksanakan  festival animasi yang dinamakan BIAF sejak tahun 



136 

 

 

 

2012 hingga 2017. Promosi tersebut dimaksimalkan dengan cara yaitu 

BPMPTSP mendatangi dan melakukan workshop di sekolah-sekolah yang 

berkaitan dengan animasi di Kota Cimahi. Tidak cukup hanya itu saja, 

BPMPTSP juga sebaiknya melakukan promosi pelaksanaan pameran 

BIAF melalui spanduk atau baliho di area-area yang ada di Kota Cimah, 

bisa juga dengan menyebarkan pamflet atau brosur-brosur kepada 

masyarakat Cimahi. Kemudian, support IT melalui promosi lewat website 

yang dilaksanakan oleh Diskominfoarfus juga harus dimaksimalkan 

dengan cara membuat promosi semenarik mungkin lewat website dan juga 

media sosial agar masyarakat Kota Cimahi tertarik untuk mengunjungi 

festival BIAF tersebut. 

- Pemerintah Kota Cimahi membentuk bidang/ divisi Monitoring dan 

Evaluasi (Monev) untuk mengevaluasi terkait pelaksanaan kebijakan 

pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi. 

6.3 Rekomendasi Kebijakan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan untuk melakukan 

pengkajian ulang terhadap kebijakan pengembangan animasi film dan telematika 

di Kota Cimahi yang telah berjalan selama 5 tahun dengan melakukan revisi/ 

perbaikan sesuai dengan saran yang telah diberikan oleh peneliti diatas, karena 

berdasarkan hasil survei menggunakan kuesioner kepada 214 orang responden 

bahwa lebih dari setengah jumlah keseluruhan responden yaitu sebanyak 57,3 

persen mengatakan Kota Cimahi cocok untuk dikembangkan menjadi Kota 

Animasi dan Film. Mereka merasa dengan penetapan Kota Cimahi sebagai Kota 
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Animasi/Film memberikan manfaat bagi warganya yang dibuktikan dengan hasil 

survei menggunakan kuesioner kepada 214 orang responden bahwa sebanyak 49,8 

persen merasa menerima manfaat dengan ditetapkannya Kota Cimahi sebagai 

Kota Animasi/Film. 
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